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Abstract

The governmental obligation to promote the public interest through the implementation Good Government Governance or in
other word a central issue presented by the government assuring that the government through her civil servants to represent
and respond the interest of the citizenry. But there are many aspect of the civil servant that make it difficult to attain satisfactory
level of Good Government Governance that could be proved by results of BPK Rl audit on local government financial statement.
This fact finding must be improved continuously. The research was aim to test and to analyze the influence of the government
internal control system, the implementation of government accounting standards, the completion of the audit findings on the
quality of local financial statements and its implications on Good Government Governance principles. The research was an
explanatory research. The respondent of the research was a local government consist of Regional Governments, regencies and
cities in West Java and Banten Province. The data was collected using questionnaire and interview technique follow by using
descriptive analysis and path analysis. The result of the research show that: (1) government internal control system, the
implementation of government accounting standard, and completion of the audit findings have positive influences towards the
quality of local government financial statements; (2) government internal control system, the impiementation of government
accounting standards, completion of the audit findings and the quality of local government financial statements have positive
influences onimplementation of the Good Government Governance.
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Pendahuluan

Tata kelola yang baik (good governance) merupakan
isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama
penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi
dengan tatanan masyarakat saat ini, di masa lalu negara
ataupun pemerintah sangat dominan, menjadikan
masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam
setiap proses pembangunan. Peranan pemerintah yang
dominan tersebut ternyata tidak menjadikan
pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya
untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi adalah
pemerintah yang dipilih oleh rakyat mengabaikan dan
menyalahgunakan kepercayaan rakyat, akibatnya
timbul berbagai masalah korupsi, kolusi dan nepotisme
yang sulit diberantas, monopoli dalam kegiatan
ekonomi, penegakan hukum yang sulit berjalan serta
pelayanan publik yang tidak memuaskan masyarakat
(A. Teras Narang ; 2007). Tuntutan masyarakat kepada
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan
yang baik merupakan hal yang wajar dan harus
direspon oleh pemerintah dengan melakukan
perubahan-perubahan yang mengarah pada
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

Praktik kepemerintahan yang baik juga dapat
meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan
akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good
governance pada sektor publik. Pertama, keterbukaan
memang sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa

stakeholders memiliki keyakinan dalam proses
pengambilan keputusan dan tindakan terhadap
institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan
kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim
keterbukaan yang diciptakan melalui proses
komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak
stakeholders dapat membantu proses pelaksanaan
suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif.

Kedua, partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap
orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan
keputusan dapat dilakukan, secara langsung atau
secara tidak langsung. Dengan partisipasi, secara tidak
langsung mengarah kepada akuntabilitas yang bisa
diterima semua pihak, karena mereka sudah dilibatkan
sejak awal prosesidentifikasi kebutuhan.

Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bBentuk
pertanggungjawaban setiap individu maupun secara
organisatoris padainstitusi publik kepada pihak-pihak
luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber
daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang
diamanatkan kepada mereka.

Secara umum, ketiga prinsip good governance
tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses
penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana tercantum dalam ketiga paket
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perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Tantangan untuk merealisasikan tujuan diatas
sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan
pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama
kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar
dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus
usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan
Indonesia sebagai salah satu negara terkorup.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan good
governance baik dalam proses pengelolaan keuangan,
penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas
keuangan pemerintah, telah dikeluarkan paket
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negarayang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan
pendukungnya. Paket peraturan perundang-undangan
tersebut menggambarkan keseriusan jajaran
pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan,
pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan
atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat
pusat maupun daerah.

Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar
penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut
adalah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk
mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan
instansi pemerintah pusat dan daerah membuat
laporan keuangan vyaitu berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan dalam setiap pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D dalam
pelaksanaannya masih membutuhkan banyak
pembenahan, yang bagi penelitian ini merupakan
fenomenayang menarik untuk ditelitilebih lanjut.

Hasil pemeriksaan BPK Rl atas LKPD memperlihat-
kan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum
sesuaidengan harapan. Pemeriksaan laporan keuangan
tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan
standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar
Akuntansi Pemerintah bagi entitas pemerintahan dan
Standar Akuntansi Keuangan bagi perusahaan negara
dan perusahaan daerah dan atau prinsip-prinsip
akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas
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sistem pengendalianintern.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD di Jawa Barat
dan Banten menunjukkan perkembangan kualitas
laporan keuangan atas LKPD belum seperti yang
diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang
diberikan oleh BPK Rl masih ada yang mendapatkan
opinidisclaimer atau tidak memberikan pendapat. Dari
36 entitas pelaporan di wilayah Jawa Barat dan Banten
yang telah memperoleh opini LKPD, hanya 3 (tiga)
entitas pelaporan atau 8,33% yang memperoleh opini
WTP, sebanyak 3 (tiga) entitas pelaporan atau 8,33%
memperoleh opini TMP atau Disclamer, sedangkan
sisanya 30 (tigapuluh) entitas pelaporan atau 83,33%
memperoleh opini WDP.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas
informasi keuangan, khususnya yang disajikan dalam
LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik
kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal
tersebut tidak lain karena opini merupakan pernyataan
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan (Pasal 1 UU No. 15 tahun 2004).

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK Rl atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat dan Banten
tersebut dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah (1)
penyajian laporan keuangan sesuai SAP dan tindak
lanjut atas temuan pemeriksaan BPK dan komitmen
untuk memantau pelaksanakan SPI; (2) Pengendalian
Internal terutama pengendalian untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan, (3) Tindak Lanjut atas
pemeriksaaan keuangan oleh BPK RI terutama terkait
dengan koreksiyang disampaikan oleh BPK Rl agar LKPD
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
dan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki
kelemahan dalam sistem pengendalianinternal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik,
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik
oleh pemerintah, dan penyelesaian atas temuan audit
diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Perbaikan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan
akan berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat
meminimalkan praktek korupsi.

Berdasarkan wuraian yang telah dikemukakan,
penulis memandang penting untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dengan penelitian
“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya
Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik”.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah
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dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyelesaian temuan
audit terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah baik secara simultan maupun
parsial.

2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyelesaian temuan
audit dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah terhadap penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik baik secara simuitan
maupun parsial.

£ Of E s Hnd Buoi

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didukung
oleh teori umum (grand theory): administrasi publik
(public administration) yang dikemukakan oleh
Rosenbloom (2005) yang menyatakan bahwa
administrasi publik merupakan bagian dari pekerjaan
pemerintah dalam rangka pengelolaan organisasi dan
manajemen untuk mencapai tujuannya. Rosenbloom
(2005; 190) mendefinisikan hubungan keagenan
sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih
prinsipal menyewa orang lain (agent) untuk melakukan
beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan
mendelegasikan beberapa wewenang perbuatan
keputusan kepada agen. Manajemen (agent) sebagai
steward akan bertindak sesuai dengan kepentingan
prinsipal, dalam hal ini dapat diartikan Pemda dengan
rakyat.

Administrasi publik merupakan bagian dari
pekerjaan pemerintah dalam rangka pengelolaan
organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuannya,
yaitu kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya
keadilan. Keadaan tersebut menuntut aparat
pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan
lingkungannya, dengan berupaya memberikan
pelayanan yang terbaik, secara transparan dan
berakuntabilitas (Nordiawan ; 2006)

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
mempertanggung jawabkan pengelolaan kekayaan
negara, peran akuntansi sangat dibutuhkan. Secara
prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diridan
sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan
sumber daya manusia dan keuangan. (Suranyi-Unger :
1952) sepertiyang dikutip Bastian (2001)

Teori umum dijabarkan dalam teori antara {(middle
range theory), yang dalam penelitian ini adalah teori
pertanggungjawaban (stewardship theory) yang
dikemukakan oleh Lois Goldberg (1965) yang
mengemukakan bahwa manajemen (agent) sebagai
steward akan bertindak sesuai dengan kepentingan
prinsipal, dalam hal ini dapat diartikan Pemda dengan
rakyat. Stewardship Theory beranggapan bahwa
kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan
membagi (shared) wewenang, hak dan kewajiban di

antara peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen,
sehingga dalam Stewardship Theory menyatakan
bahwa para eksekutif cenderung akan semakin
termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan
korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka
sendiri (Hunger, Wheelen, 2004).

Dengan demikian jika pihak principal dan agent
memilih hubungan kepengurusan (stewardship),
hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting
yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja
kelompok, demikian pula halnya pihak prinsipal
memilih untuk menciptakan suatu situasi
kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan
dan pelimpahan wewenang yang cenderung
menghasilkan kinerja yang lebih baik (Donaldson, Davis
:1991).

Selain Stewardship Theory, berkaitan dengan
penyelesaian temuan audit digunakan Contingency and
Istitutional Theory (Gupta, 1994) . Contigency theory
menyatakan the coordination and control of
organizational members is shaped by the task
environment and the technical nature of the work they
performance, sedangkan institutional theory
menyebutkan proposes that an organization's need to
demonstrate conformity to in institutionalized
expectation of rational practice also influence its choice
of control and coordination mechanism.

Organisasi sektor publik memiliki keunikan
tersendiri dibanding organisasi komersial. Salah satu
keunikan organisasi tersebut tercermin dari bentuk
layanan yang diberikan atau yang dikenal dengan
pelayanan publik dan pengelolan keuangan daerah
dalam bentuk APBD. Untuk menjamin layanan yang
diberikan kepada publik telah sesuai dengan rencana,
diperlukan media tertentu, salah satu media yang
dipandang relevan adalah pengendalian intern. Dalam
hal ini pengendalian intern tidak terbatas hanya pada
rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan
yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan
yang mengarah pada otorisasi pimpinan atas transaksi
tertentu.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan (PerSturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah). Dengan demikian
pengendalian intern yang memadai akan menciptakan
tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik.

Selanjutnya untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/
walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada SPIP (Peraturan Pemerintah No.60
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tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah).

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan
keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah (Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara).

Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan
keuangan negara/daerah adalah melalui pemberlakuan
kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel kepada seluruh pengguna laporan keuangan
pemerintah daerah, yakni masyarakat; para wakil
rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
pihak yang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah
daerahitu sendiri.

LKPD tersebut disusun mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan (UU Nomor 1 Tahun 2004). Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar
yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna
laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk
memahami informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.

Standar akuntansi diperlukan agar laporan

keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat
diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan
pemahaman antara penyaji laporan keuangan,
pengguna laporan keuangan maupun pengawas
laporan keuangan. (Mardiasmo, 2002). Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam
Subawaeh (2008) menunjukkan bahwa ada pengaruh
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
kualitas laporan keuangan. Demikian pula Bambang
Pamungkas (2005) mengungkapkan bahwa terdapat
pengaruh penerapan akuntansi keuangan sektor publik
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Selanjutnya agar dapat memenuhi tujuan
pelaporan LKPD dimaksud, LKPD yang disusun oleh
masing-masing pemerintah daerah harus memenubhi
karakteristik kualitatif laporan keuangan vyang
memadai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan
dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik sebagai prasyarat
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dipahami,
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dan dapat diperbandingkan (PP No.24 Tahun 2005). Hal
ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Yousef Shahwan (2008) yang mengungkapkan bahwa
agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan,
laporan keuangan harus relevan dan reliabel. Secara
umum, karakteristik kualitatif tesebut dapat dipenuhi
jika penyusunan dan pelaporan keuangan daerah
didasarkan sepenuhnya pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK
bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
salah satunya dilakukan melalui pemeriksaan keuangan
yang menghasilkan simpulan dalam bentuk opini atas
LKPD. Opini yang diberikan oleh BPK tersebut juga
merupakan simpulan mengenai kualitas informasi yang
disajikan dalam LKPD, yang secara rinci diterjemahkan
dalam bentuk penilaian tingkat kesesuaian pelaporan
dan penyajian LKPD terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Opini bukanlah satu-satunya output dalam
pemeriksaan LKPD, sehingga dalam pemeriksaan atas
LKPD dimungkinkan BPK menghasilkan laporan hasil
pemeriksaan tentang sistem pengendalian intern dan
laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang ditemukan
dalam kerangka pemeriksaan.

Selanjutnya dalam melakukan audit keuangan
auditor harus mengikuti pelaksanaan tindak lanjut atas
temuan material dan rekomendasi yang berasal dari
audit sebelumnya, hal ini ditetapkan dalam standar
tambahan yang dicantumkan dalam Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Pada dasarnya,
maksud kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
adalah terciptanya perbaikan/peningkatan kualitas atas
kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari proses
pemeriksaan. Dalam konteks pemeriksaan LKPD, tindak
lanjut hasil pemeriksaan bertujuan terciptanya
peningkatan kualitas atas LKPD. .

Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan bermanfaat
apabila rekomendasi tersebut dapat menciptakan
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
di pemerintahan. Dengan tindak lanjut tersebut
laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah
lebih berkualitas yang mencerminkan pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance).

(04 &

Good governance pada esensinya merupakan
pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu
pemerintahan yang demokratik (democratic
governance) yang elemen utamanya partisipasi
masyarakat (Goffrey R. Njeru, 2000:213). Good
governance menghendaki pemerintahan dijalankan
dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang
baik, yaitu transparansi (keterbukaan), akuntabilitas,
dan partisipasi, sehingga sumber daya negara yang
berada dalam pengelolaan pemerintah benar-
benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.
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Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah
akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan
keuangan negara dan daerah (Cadbury,1992 yang
dikutip Media Akuntansi 2000 dalam Sunarto,2003).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu
dengan lainnya dalam mewujudkan good governace
(Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank,
2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) adalah accountability,
participation dan transparency.
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Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran yang diungkapkan

pada paragraf dimuka, rumusan hipotesis disusun

sebagaiberikut :

Hipotesis 1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penyelesaian Temuan Audit berpengaruh positif
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah baik secara simultan maupun parsial.

Hipotesis 2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan,
Penyelesaian Temuan Audit, Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif
terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, baik secara simultan
maupun parsial.

Objek dan Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis
(hypotheses testing) yang bertujuan untuk menguji
hipotesis umumnya merupakan penelitian yang
menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar
variabel. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau
explanatory research karena bertujuan untuk
mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara
empiris (real world) dan berusaha mendapatkan
jawaban (verifikatif) hubungan kausalitas antar variabel
melalui pengujian hipotesis.

Objek penelitian ini adalah variabel penelitian yang
diteliti yaitu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,
penyelesaian temuan audit, kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.

Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Barat dan Banten. Populasi sasaran dalam penelitian ini
adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan
Kota Di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini
dilakukan dengan mengambil seluruh kabupaten dan
kota sebagai populasi untuk dijadikan objek penelitian
(sensus).

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini
akan diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research). Melalui penelitian lapangan ini, diharapkan
dapat diperoleh data primer. Teknik pengumpulan data
untuk penelitian lapangan ini digunakan dengan
menyusun daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar
pertanyaan dan pernyataan terstruktur yang ditujukan

kepada pararesponden.
Responden dalam penelitian ini adalah auditor BPK
Rl mewakili lembaga pemeriksa yang merupakan
penanggungjawab pelaksanaan pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah.
Metode analisis dalam penelitian ini secara garis
besar dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:
1. Metode analisis kualitatif,
2. Metode analisis kuantitatif, digunakan analisis jalur
(Path Analysis)

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode
korelasi product moment diperoleh hasil uji validitas
sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Penelitian

Instrumen Variabel Kisaran Indeks Validitas | Keterangan
Slstem.pengendahan intern 0.328 - 0.780 Valid
pemerintah
T 0.328-0.731 Valid
akuntansi pemerintahan
Penyelesaian temuan audit 0.333-0.767 Valid
Kualitas laporan keuangan 0.329 -0.688 Valid

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan model alpha-cronbach diperoleh
koefisien reliabilitas untuk setiap variabel yang diteliti
sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

Instrumen Variabel Koefisien Reliabilitas | Keterangan
Sistem pengendalian intern 0,957 Reliabel
pemerintah
Implementasi standar akuntansi 0,915 Reliabel
pemerintahan
Penyelesaian temuan audit 0,926 Reliabel
Kualitas laporan keuangan 0,869 Reliabel
pemerintah daerah
Penerapan prinsip-prinsip tata 0,914 Relizbel
kelola pemerintahan yang baik .

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh
sistem pengendalian intern pemerintah (X1),
implementasi standar akuntansi pemerintahan (X2) dan
penyelesaian temuan audit (X3) terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Koefisien
jalur dari masing-masing variabel sistem pengendalian
intern pemerintah, implementasi standar akuntansi
pemerintahan dan penyelesaian temuan audit
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah dari hasil pengolahan seperti terlihat pada
Gambar 1berikut. e
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Melalui nilai-nilai yang terdapat pada Gambar 1
dapat dihitung besar pengaruh masing-masing variabel
bebas (sistem pengendalian intern pemerintah,
implementasi standar akuntansi pemerintahan dan
penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah).

Y=0.2817*X1+0.08176*X2 +0.5902*X3,

Tabel 3. Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah(X1), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
(X2), dan Penyelesaian Temuan Audit (X3) Terhadap Kualitas

implementasi standar akuntansi pemerintahan,
penyelesaian temuan audit, dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah) terhadap penerapan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.
2=0.3167*Y+0.1802*X1+0.1097*X2 +0.06911*X3

Tabel 4. Besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah(X1), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
(X2), Penyelesaian Temuan Audit (X3), dan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Terhadap Penerapan Prinsip-
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Z)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Variabel Pengaruh Pengaruh Tidak Langsung o

SR IPengathidakLangsung(melalui) Toral Bebas |oef. Jalur| Langsung X | X X3 Y |Sub.Tot
Koef. Jalur | Pengaruh L Sub.Tot X 0,1802 3,25% - 10,36% 10,31% |2,53%| 3,20% | 6,45%
X 0,2817 7,94% - 4,55%  |12,49% X, | 01097 | 120% |036% | {0,39%]1,50%] 2,25% | 3,45%
X, 0.0818 0.67% 0,42% 2,88% | 355% X3 00691 | 048% |031% [0,39% | 1,53%) 2,23% | 2.71%
%y 0,5302 34,82% |4-13% 2,46% 6.59% 141,41% Y 0,3167 10,03% | 2,53% [1,50% [1,53% ] 5,56% |15,59%
Total Pengaruh 57,45% Total Pengaruh 28,20%

Secara bersama-sama variabel sistem pengendalian
intern pemerintah, implementasi standar akuntansi
pemerintahan, dan penyelesaian temuan audit mampu
menjelaskan perubahan yang terjadi pada kualitas
laporankeuangan pemerintah daerah pada pemerintah
Provinsi, Kabupaten dan Kota di ProvinsiJawa Barat dan
Banten sebesar 57,45% yang artinya menurut kategori
Guilford pengaruh tersebut sedang atau cukup. Masih
terdapat 42,55% pengaruh variabel lainnya yang tidak
diteliti.

Diantara ketiga variabel bebas, penyelesaian
temuan audit memberikan kontribusi yang paling besar
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah, sebaliknya variabel implementasi standar
akuntansi pemerintahan memberikan kontribusi yang
paling kecil terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah pada pemerintah Provinsi,
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Hipotesis kedua yang akan diuji adalah pengaruh
sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi
standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan
audit dan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan daerah yang baik. Koefisien jalur masing-
masing variabel sistem pengendalian intern
pemerintah, implementasi standar akuntansi
pemerintahan, penyelesaian temuan audit dan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja
pemerintah dari hasil pengolahan seperti terlihat pada
gambar berikut.
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Melalui nilai-nilai yang terdapat pada Gambar 2
dapat dihitung besar pengaruh masing-masing variabel
bebas (sistemm pengendalian intern pemerintah,

Secara bersama-sama variabel sistem pengendalian
intern pemerintah, implementasi standar akuntansi
pemerintahan, penyelesaian temuan audit dan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah mampu
menjelaskan perubahan yang terjadi pada penerapan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada
pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Barat dan Banten sebesar 28,20% yang artinya
menurut kategori Guilford pengaruh tersebut lemah.
Masih terdapat 71,80% pengaruh variabel lainnya yang
tidak diteliti.

Diantara keempat variabel bebas, kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah memberikan kontribusi
yang paling besar terhadap penerapan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, sebaliknya variabel
implementasi standar akuntansi pemerintahan
memberikan kontribusi yang paling kecil terhadap
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik pada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan
Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jika pada
pengujian hipotesis pertama variabel penyelesaian
temuan audit memberikan kontribusi yang paling
besar, maka pada pengujian hipotesis kedua ini
kontribusi terbesar bergeser kepada variabel kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah, dimana variabel
penyelesaian temuan audit merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi variabel kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan
hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan sebagaiberikut :

1. Sistem pengendalian intern pemerintah,
implementasi standar akuntansi pemerintahan,
penyelesaian temuan audit berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah baik secara simultan maupun parsial. Secara
simultan ketiga variabel ini berpengaruh cukup kuat
terhadap kualitas laporan keuangan walaupun
masih terdapat beberapa kelemahan dalam

|121]



IJEB fedocecian g

pelaksanaan, namun kelemahan tersebut tidak
mengganggu kesimpulan penelitian. Secara parsial,
variabel sistem pengendalian intern pemerintah
dan implementasi standar akuntansi pemerintahan
memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
sedangkan variabel penyelesaian temuan audit
berpengaruh cukup kuat terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

2. Sistem pengendalian intern pemerintah,
implementasi standar akuntansi pemerintahan,
penyelesaian temuan audit dan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Secara simultan keempat
variabel memiliki pengaruh yang lemah terhadap
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik. Secara parsial variabel sistem
pengendalian intern pemerintah, penerapan
standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian
temuan audit dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah memiliki pengaruh yang sangat
lemah terhadap penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Diantara keempat
variabel tersebut variabel kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah berpengaruh lebih
dominan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahanyang baik.
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